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hMoratorium Kunker

Efektif atau Sekadar “Lips Service™?

Studi banding atau kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri kembali
mendapat kritikan dari masyarakat. Berbagai alasan diciptakan hanya untuk
melanggengkan kunker. Kunker dianggap penting untuk menambah
masukan dan informasi materi suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang
sedang dibahas. Hal itulah yang sering kali telontar dari mulut anggota DPR.
Sedangkan alasan lainnya, kunker sudah direncanakan dan dianggarkan.

Selama ini jarang manfaat yang didapat dari studi banding, yang ada
malah masyarakat tahunya anggota DPR jalan-jalan sesampai di tempat
tujuan. DPR perlu introspeksi. Apakah moratorium kunker efektif ataukah
sekadar /ips service? Wartawan SP Carlos KY Paath mengulasnya dalam

tulisan di bawah ini.

da sejumlah ke-

janggalan atas

berbagai alasan

DPR melakukan

kunker. Bahkan,
demi mempelajari logo palang
merah yang bakal diawr da
lam RUU Palang Merah Indo-
nesia (PMI), DPR melakukan
kunker ke Denmark dan Turki.
DPR juga pernah ke Afrika
Selatan, hanya untuk belajar
Pramuka.

Mendapat kritikan pedas
dari masyarakat, wacana mo-
ratorium atau penghentian se-
mentara kunker digulirkan.
Namun, wacana it terkesan
hanya lipy service belaka serta
memboroskan energi DPR un-
tuk mengerjakan tugas pokok
fungsi (tupoksi)

"Moratorium kunker ha-
nya pemanis belaka. Mungkin
untuk meredam kritik masva-
rakat. Wacana itu juga cerita
lama. Bukankah (moratorium)
sudah didiskusikan sejak
2010. Nyatanya, moratorium
bergema, kunker jalan terus,"”
kata Direktur Eksekutif Ling-
kar Madani untuk Indonesia
(Lima), Ray Rangkuti, kepada
SP, di Jakarta, Rabu (19/9).

Dia mengungkapkan, per-
syaratan ketat kabarnya sudah
dibuat oleh DPR waktu it
Namun pada kenyataannya,
hanya dengan alasan mau stadi
logo palung merah, DPR sudah

dapat menikmati kanal Copen-
hagen, Denmark. "Dulu. kode
etik Badan Kehormatan juga di
studi bandingkan ke dua nega-
ra, antara lain ke Turki. Seka-

rang hasil kode etik yang di
studi bandingkan, malah dise-
but tidak memadai untuk men-
cegah anggota DPR berperila-
ku buruk,"” ungkapnya.

Dia menuturkan,; DPR se-
lalu ingin menjawab kritikan
dengan masyarakat melalui re-
visi peraturan. Peraturan.di-
buat makin ketat, tapi untuk
dilanggar sendiri: "Di atas
peraturan-peraturan yang hen-
dak DPR buat itu, perubahan
sikap anggota DPR jauh lebih
utama. Berpikir picik dengan
selera rendahan ala DPR, me-
manfaatkan uang negara untuk
bersenang-senang adalah pi-
kiran picik dan selera rendah-
an dari anggota DPR yang ha-
rus diubah,” tuturnya.

Ditambahkan, kepada ang-
gota DPR harus ditanamkan
rasa harga diri yang kuat. Se-
bab, suatu hal memalukan jika
menggunakan fasilitas negara
hanya untuk kepentingan pri-
badi, terusik nurani bila men-
dengar rakyat menderita.
Membuang semangat mencari
kenikmatan dari fasilitas nega-
ra adalah jauh lebih penting.
Dengan demikian, DPR dapat
tetap dipandang dan layak di-
tempatkan sebagai anggota
masyarakat yang terhormat,"
katanya.

Berdasarkan data Forum
vuntuk Tr
1 (Fitra), anggan:

reri anggota DPR pada

2012 mencapai Rp 140 miliar.
Anggaran itu naik Rp 2,6 mi-
liar dibanding 2013, yakni se-
besar Rp 137 miliar. "Alokasi
anggaran kunker DPR sesuai
data DIPA 2012 sebelum
APBN Perubahan 2012, sebe-
sar Rp 140.122.157.000 Bila
dibandingkan dengan tahun
2011, maka mengalami kena-
ikan sebesar Rp
2.671.847.000 atau sebesar Rp
137.450.310.000 untuk aloka-
si anggaran “study tour tahun”
2011," kata Koordinator In-
vestigasi dan Advokasi Fitra,
Uchok Sky Khadafi.
Menurutnya, alokasi terbe-
sar dari anggaran itu adalah
untuk Badan Kerja Sama An-
tar Parlemen (BKSAP), yaitu
sebesar Rp 29,8 miliar. Se-
dangkan, alokasi kedua ang-
garan terbesar untuk Pimpinan
DPR, yaitu Rp 26,8 miliar.
"BKSAP mendapat anggaran
yang paling banyak disusul
pimpinan DPR. Sedangkan,
Komisi I DPR menempati ran-
king tiga dengan alokasi ang-
garan Rp 9 miliar dan Badan
Legislasi menempati urutan
empat dengan alokasi anggar-
an sebesar Rp 7,7 miliar," ka-
tanya.
yang menjadi landasan kun-
ker. "Studi banding itu sudah
ada ukuran dari pimpinan, ta-
tib dikeluarkan tahun lalu. D-
PR diperkenankan kunker ke
luar negeri dalam berbagai ke-
giatan,” kata Marzuki.
Menurut Marzuki, kunker
yang berkaitan RUU, tidak bisa
dilarang karena menyangkut
kebijakan publik. Membuat
UU harus banyak referensinya.

e

Penghematan

Wakil Kerua Dewan Pem-
bina Partai Demokrat tersebut
mengaku, pihaknya telah me-
lakukan penghematan terha-
dap anggaran DPR khususnya
terkait dana kunker. DTPA D-
PR tahun ini tidak melebihi
APBN. "Kalau mau berhemat,
kita sudah sangat berhemat,
DIPA DPR itu tidak sampai
nol koma nol persen dari
APBN. Banyak tempat lain
yang harusnya dihemat,"” tan-
dasnya.

Sementara Wakil Ketua D-
PR, Pramono Anung menyata-
kan, pimpinan DPR berjanji
akan segera membahas mora-
torium kunker. Pembahasan it
akan diagendakan dalam rapat
pimpinan DPR. Dia menilai
moratorium itu memang perlu
segera diberlakukan. "Saya ya-
kin memang sudah harus diba-
tasi (kunker),"” ujar politisi Par-
tai Demokrasi Indonesia Perju-
angan (PDI-P) ini.

Sedangkan Wakil Ketua
DPR Priyo Budi Santoso juga
mengatakan. pimpinan DPR
akan meminta pandangan Ba-
dan Kehormatan (BK) dan

Ketua DPR Marzuki Alie
mengungkapkan, secjak perio-
de 2011, 1ata tertib DPR yang
mengatur kunker telah ditetap-
kan. Artinya, sudah ada acuan

. Studi banding itu sudah ada ukuran
dari pimpinan, tatib dikeluarkan tahun lalu.
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traksi-fraksi [IDPER terkailt tmo-—
tatoriniy kunkersr, "ITDalanm rapart
honsuliasi, pilirmmpinan 28
aaikan minta Kesw enanmngsan unituk
rmmaemperketar hunker," lkara
I"rizo. T

Ketua IOPPF Partai Gollkar
tTersebut meaenarmbahkan, Pirnana-
Pimarn IDPIR alkan mintasa pai-—
cdianegan B teriebiihy dalzaalu.
Scelanjurmya, tyaru akany rapsat
Fonsulrtasi dengan pimpinan
Traksi. "EFKamii akan panggsil ra-—
IPat konsultasi dengaa pirnapin-—
mua fraksi akan bicarakan hal
ini apakalh nnaniti akan acda
Ioratoriuin. . irmibubhnya.
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Sejurmlath alksi di DODPR
mendulkung Wwacana Mmoratori-—
um kunker. Koeitua Fraksi PID>
«ii IDPR ™NWurhayvati All Asscosaf
mengatakan., (taksinya men-—
dukung moratorivum. Narmun
Iharas adas pengeccualian unrtualk
beberapa komisi. Nisalnya
Nomisi 1 IDPIR yvang berkaitrtan
dengan smasalah luar nyessET i
T ammi dukning imoratoriuirry
NMunglkin umitubls hal yvang ber—
kaitan INormis: I yang mitranya
Titar negeri diperbolehkan.”
Kata PNurhas adi.

IDijelaskan SJangsosota FRPID
»ang tidalk aicrit dalarm permib>a-
Iiasan RUUTT tidak akan dibera=
lian izin olelh: FPID., "Piampinan
traksi kamnmmi haoany:a memboleh-—
Han anggortr:s fraksi yvyvang kinexr—
Janya bagsius " jelasnva.

Scermentara itwuu, Fraksi Pair—
tadl Golkasr (FPOG) telah mener—
Ditkan araran internal yans
melarang angoolanya mmelakiy—
Kan kunjungan kerja ke luaar
negeri. "Poeraturan internal texr—
sebut Mmuiai diberlakulkan pad=a
masn persidangan rmendatang.
Hecuali bila kunjunsgsan terse—
but dipastilkan benar-benar -
tuk kepentingan negaras dan
rakyvar.” kata Sekretrtaris FPOCG
di DODPR., Ade WMomarudin.

IDia berpendapar. secara
pPrinsip kunkoer itua harus selelk -
rif dan tepat sasaran. Schinsoa
tidak terkesan untuk mengha-—
biskan anggaran. Karena itu-—
lah, ¥FPG telabh membuat atur—

s rigrailor g

ar drniternal yaunag
angsotanya tidak diperboleth—
Kan ko Inar negerri taanpa aalas—
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Mang mengatuur hunker secara
selektif melalui mekanisme
cian persyararan yamnge sceclelorif
dan akuntabel. Sehinggsa, kun—
Ler benar-benar berimanfaar
bagi lemmbaga TP LITY Inasy a—
ralkar sepaerti studi barnadin e
prembuaran RUILT atan bagai-
mmana untul meoninngkatkcan ki-
nerja lembacsa [DPR " TrjAariiy e

Fraksi PIDI-F® jusa mcerniclo—
TOME agayr rmoratoriurm kunkerr

segera dilaksanakan. FPID>I-FP
sudah memilah-milah unitulke
miengilkunti kunker., ""IDi interrnal

TFFEIDI-ITSuddah sejalk larmasyrereyia—
batasi kunjungan kerja ke luar
negeri bagi angootanya. yak-—
ni. hanya pada persoalan y»ansgs
substantif dan urgen bb>agsi
IDERI kara K ertiia FPID>I-F dAds
IOFR Puan DNMaharani.

IDia menambahkan. kunker
»ang diizinkan pun hanyva se-
baras pembabhhasan mencenai
BES AT hibabh, cdarnn RTFOT.
"IFata mombatasi hanya pada
B SA P hibah_ dan permba-—
hasay: RUUT. I2i dluar itu. tidak
mengizinkan untuk per=i."" irxa—
buhraiyza.

Berkaitan dengan larangan
kunker. Fraksi Partail Gerakan
Indonesia MRava (Gerinndra) paa—
T rmenjadl contoh. Sebab,
FTraks: (Serindra melarang ans-—
ota firaksinya untulk rmens—
ikmati kunmkers

Hetua INDevwan Permbina
Gerindra Prabowo Subianto
Tmermberi sanksi keras kepada
angosota IDFPR Fraksi: Gerindoa
yang nekar ke Iuar negseri.
"HHita sudah larma artan harmpir
serabhun (tidalk ikut kunker).
ita harus hernmat angoaran.,”'
kata Prabowo.

NMMemnurartns a., setiap uans
rakyat harus digunalkan scetisi-
en dan seefelktif mungkin. Na-—
mitn, Gerindra memberikan pe-—
ngecualian. Dijelaskan, seurri—
Pama dalam poelaksaraan tugas
arngzyrota IR maka diijinkan.
"Sebagai contoh angsota IDPIR
it ditempatkan di Komisi I3
OPR yvang fokus mencerrmati
masalah renaga kerja, maka dia
hraras mengurusnya. Atz odza—
Iamm rangka kerjasarmnma antarpar—
lemen. Ada undangan, cdibasyar
pifiak =xraa, Icifsa (3 31—
laabx. Yang penting Kiia bharus ri—
nganlkan beban kepada rakyar,”
tegoas rmantarn K oirnand:=anan Jormn—
deral K omando TPasukaary <Nhoa—
sus ind. 9
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